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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Akibat hukum jual beli sepeda motor bekas yang tidak menggunakan 
kuitansi yang berhubungan dengan bea balik nama di Kecamatan Rumbio 
Jaya Kabupaten Kampar 
Jual beli merupakan kejadian atau transaksi yang dilakukan oleh orang 
setiap hari, baik dalam memenuhi kebutuhan maupun dalam bisnis. Jual beli 
memang dibenarkan oleh hukum, asalkan tidak menyalahi ketentuan undang-
undang. 
 Jual beli merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu 
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk 
membayar harga yang dijanjikan maka ada kewajiban-kewajiban yang harus 
dipenuhi seorang pembeli, antara lain adalah: 
a. Pembeli menyetujui harga yang ditawarkan penjual. 
b. Pembeli wajib membayar harga yang disepakati bersama. 
Sedangkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh penjual antara 
lain adalah: 
a. Penjual menyerahkan barang yang dijual tersebut. 
b. Penjual menjual barang yang bagus dan tidak cacat. 
Di samping kewajiban-kewajiban tersebut pembeli dan penjual juga 
mempunyai hak. Pembeli berhak menerima barang yang sudah dibayar dalam 
kondisi baik atau bagus, dan penjual berhak menerima sejumlah uang yang sudah 
disepakati bersama. 
  
 
 
Demikian juga halnya dengan jual beli sepeda motor bekas di Kecamatan 
Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Jual beli tersebut dinyatakan sah karena sudah 
memenuhi unsur dari jual beli, yaitu: 
a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli; 
b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga; 
c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan 
pembeli.33 
  Perjanjian jual beli itu sendiri adalah suatu perjanjian yang dibuat antara 
pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban 
untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga 
dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek 
tersebut. 
  Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian muncul pada saat terjadinya 
kesepakatan mengenai hal pokok dalam perjanjian tersebut, namun selain itu ada 
hal lain yang mesti diperhatikan, yaitu syarat sahnya perjanjian sebagaimana  
diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: 
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan para pihak 
merupakan unsur mutlak terjadinya suatu perjanjian. Kesepakatan ini 
dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah 
adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. 
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maksudnya untuk 
mengadakan perjanjian para pihak harus cakap. Seseorang dianggap cakap 
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menurut hukum jika orang tersebut sudah berumur 21 tahun ke atas, 
namun sebaliknya seseorang dianggap tidak cakap ketika orang tersebut 
belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 
tahun. 
c. Suatu hal tertentu, dalam suatu perjanjian objeknya harus jelas dan 
ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang 
maupun jasa, namun dapat pula berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu 
ini dalam perjanjian disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian 
atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.“Jika perjanjian itu bertujuan untuk 
tidak berbuat sesuatu, pihak manapun yang berbuat berlawanan dengan 
perikatan, karena pelanggaran itu dan karena itupun saja, berwajiblah ia 
akan penggantian biaya rugi dan bunga” (pasal 1242 KUH Perdata).34 
d. Suatu sebab yang halal, maksudnya bahwa perjanjian yang telah dibuat 
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.35 
  Apabila diperhatikan jual beli sepeda motor bekas di Kecamatan Rumbio 
Jaya tersebut memang sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Hanya saja 
dalam jual beli tersebut tidak ada menggunakan kuitansi atau bukti pembelian 
sepeda motor bekas tersebut. sebagaimana diketahui bahwa untuk membuktikan 
suatu barang yang kita beli tersebut benar milik kita adalah adanya surat atau 
kuitansi pembelian. Walaupun bukti kepemilikan sepeda motor bekas tersebut ada 
BPKB atau STNK, tetapi juga diperlukan kuitansi pembelian agar lebih kuat dan 
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menandakan bahwa sepeda motor bekas tersebut sah sudah kita beli dari penjual, 
sehingga tidak ada yang bisa mengklaim atau mengajukan keberatan terhadap jual 
beli tersebut. 
  Di samping itu juga untuk balik nama kepemilikan kendaraan tersebut juga 
diperlukan kuitansi agar dapat mengetahui harga jual sepeda motor tersebut dan 
pajak balik nama yang harus dibayarkan. Sebagaimana diketahui bahwa alat bukti 
dalam Hukum Acara Perdata salah satunya adalah bukti tertulis yang berupa surat 
atau akta. Akta ada yang berupa akta notaris dan ada akta di bawah tangan, yang 
dibuat oleh bukan pejabat yang berwenang, termasuk kuitansi pembelian barang 
yang harus dimiliki oleh si pembeli. 
  Sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh Nasir selaku penjual 
sepeda motor bekas yang  dijual kepada Nurhayati, yang tidak menggunakan 
kuitansi karena sudah saling kenal dan satu kampung, jadi tidak perlu 
menggunakan kuitansi cukup menyerahkan BPKB dan STNK saja, dan kedua 
bukti tersebut adalah bukti yang kuat, dan dapat dipergunakan untuk jual beli 
berikutnya.
36
 
  Pernyataan dari penjual tersebut juga disampaikan oleh Nurhayati selaku 
pembeli yang menyatakan bahwa, sepeda motor bekas yang dibelinya dari Nasir 
memang tidak menggunakan kuitansi, karena dianggap tidak penting dan sudah 
saling kenal tidak mungkin ada tuntutan di kemudian hari. Dengan penyerahan 
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BPKB dan STNK sudah cukup sebagai bukti bahwa kendaraan tersebut sudah 
dibeli, dan harganya juga sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
37
 
  Dalam Pasal 1866 KUH Perdata dijelaskan bahwa, Alat-alat bukti terdiri 
atas: 
a. Bukti tulisan; 
b. Bukti dengan saksi-saksi; 
c. Persangkaan-persangkaan; 
d. Pengakuan; dan 
e. Sumpah. 
  Dari beberapa bukti yang disebutkan dalam pasal di atas dapat diketahui, 
bahwa bukti yang pertama adalah bukti tertulis. Bukti tertulis dalam Hukum 
Perdata adalah sangat penting, karena dalam Hukum Acara Perdata disebutkan 
bahwa kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil, artinya kebenaran yang 
tertulis yang dapat dibuktikan di depan hakim. Oleh karena itu setiap pembelian 
barang harus diminta bukti tertulisnya yaitu berupa kuitansi. 
  Dalam Pasal 1867 KUH Perdata disebutkan bahwa, Pembuktian dengan 
tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di 
bawah tangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kuitansi merupakan bukti 
tulisan di bawah tangan. Sehubungan dengan jual beli motor bekas di Kecamatan 
Rumbio yang tidak menggunakan kuitansi, maka pihak pembeli dan penjual sudah 
mengindahkan bukti yang disebutkan dalam undang-undang. 
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  Sebagaimana ungkapan yang juga disampaikan oleh Salim selaku penjual 
sepeda motor bekas menyatakan, bahwa dalam jual beli sepeda motor bekas 
tersebut tidak ada dibuat kuitansi penjualannya, karena pembeli juga tidak 
meminta kuitansi tersebut, karena BPKB dan STNK sudah diserahkan sebagai 
tanda bahwa sudah terjadi jual beli terhadap kendaraan tersebut.
38
 
  Demikian juga halnya yang disampaikan oleh Siman menyatakan, bahwa 
pembelian sepeda motor bekas dari penjual memang tidak menggunakan kuitansi 
karena dengan penyerahan BPKB dan STNK sudah dianggap telah terjadi jual 
beli terhadap sepeda motor tersebut.
39
 
  Pernyataan di atas dapat diketahui bahwa jual beli sepeda motor bekas di 
Kecamatan Rumbio Jaya yang tidak menggunakan kuitansi memang sering terjadi 
di lingkungan masyarakat, karena mereka menganggap bahwa bukti konkrit jual 
beli tersebut adalah BPKB dan STNK, dan tidak perlu lagi adanya kuitansi 
pembayaran sejumlah uang yang telah disepakati tersebut. oleh karena itu 
memang di lingkungan masyarakat tidak akan ada pembelian sepeda motor bekas 
tersebut memakai kuitansi. 
  Memang secara hukum bukti pembelian sepeda motor bekas tersebut 
adalah dengan penyerahan BPKB dab STNK, tetapi untuk balik nama kendaraan 
tersebut juga diperlukan kuitansi pembayaran pembelian sepeda motor tersebut, 
yang ditandatangani oleh penjual, dan diberi materai enam ribu supaya 
mempunyai kekuatan hukum. 
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  Dalam pasal 1457 KUH Perdata menyatakan bahwa: “jual beli adalah 
suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 
menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang 
telah dijanjikan.”40 Berdasarkan pasal tersebut di atas  dapat dipahami bahwa jual 
beli terjadi apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai 
barang dan harganya. Dan apabila telah terjadi kesepakatan mengenai hal tersebut, 
maka pada saat itu telah terjadi jual beli. 
  Jual beli sepeda motor bekas di Kecamatan Rumbio Jaya memang sudah 
memenuhi syarat sahnya suatu jual beli, tetapi ada satu syarat yang tidak dipenuhi 
yaitu kuitansi pembelian yang menjadi dasar atau bukti bahwa pembayaran 
sejumlah uang sudah dilakukan oleh si pembeli kepada si penjual. Oleh karena itu 
untuk dapat membuktikan jual beli sudah dilakukan antara lain adalah kuitansi 
jual beli tersebut. 
  Sebagai akibat dari jual beli sepeda motor bekas yang tidak menggunakan 
kuitansi adalah ketika si pembeli mau balik nama kendaraan yang bersangkutan, 
maka diperlukan kuitansi untuk mengetahui harga jual dari kendaraan tersebut. 
Apabila kuitansi jual beli tersebut tidak ada, maka akan mengalami kesulitan 
untuk balik nama kendaraan yang bersangkutan, karena salah satu syarat dari 
balik nama kendaraan tersebut adalah kuitansi jual beli untuk menentukan jumlah 
biaya yang harus dibayarkan dalam balik nama tersebut.  
  Di samping itu juga sebagai bukti bahwa sudah terjadi jual beli yang 
ditandai dengan adanya kuitansi pembayaran sejumlah uang kepada si penjual 
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oleh si pembeli. Dengan demikian maka tidak ada pihak yang dapat mengajukan 
keberatan terhadap hal tersebut, karena sudah dapat dibuktikan melalui kuitansi 
yang sudah ditandatangani oleh si penjual. 
B. Status hukum jual beli sepeda motor bekas yang tidak menggunakan 
kuitansi di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar 
Untuk melakukan suatu bisnis atau perdagangan tidak terlepas dari 
transaksi jual beli dalam berbagai bentuk dan jenisnya. Setiap orang sudah pasti 
ada melakukan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik 
untuk membeli barang-barang yang dipakai sehari-hari maupun untuk membeli 
barang-barang yang dipergunakan untuk fasilitas kehidupan, seperti mobil, sepeda 
motor dan sebagainya. 
Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa untuk membuktikan sudah terjadi 
jual beli antara si penjual dan si pembeli maka diperlukan tanda atau bukti 
penerimaan sejumlah uang dengan kuitansi atau surat sebagai bukti penyerahan 
sejumlah uang kepada si penjual. Bukti tersebut sebagai pegangan bagi si pembeli 
bahwa sudah terjadi penyerahan sejumlah uang kepada si penjual yang berguna 
untuk memperkuat bahwa barang yang dibeli tersebut memang benar sudah 
menjadi miliknya. 
Sebagaimana halnya pembelian sepeda motor bekas dari penjual kepada 
pembeli juga harus menggunakan kuitansi sebagai bukti pembayaran sejumlah 
uang kepada si penjual tersebut. agar nantinya dapat dipergunakan untuk menjual 
kembali kendaraan tersebut atau untuk membuktikan apabila mau balik nama 
sebagaimana dijelaskan di atas. 
  
 
 
  Dalam dunia binsis, maka perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, 
yaitu: tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat 
oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu 
perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan 
para pihak). Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan 
berikut ini: 
a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang 
bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak 
dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. 
Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga, maka 
para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban 
untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa 
keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak berdasar dan tidak dapat 
dibenarkan. 
b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. 
Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk 
melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak.akan tetapi kesaksian 
tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah 
satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Namun, pihak yang 
menyangkal tersebut adalah pihak yang harus membuktikan 
penyangkalannya. 
c. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta 
notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka 
  
 
 
pejabat yang berwenang itu adalah notaris, camat PPAT, dan lain-lain. 
Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak 
yang bersangkutan maupun pihak ketiga. 
Kesepakatan jual beli sepeda motor bekas di Kecamatan Rumbio Jaya 
dapat dikatakan kesepakatan atau perjanjian di bawah tangan, artinya jual beli 
sepeda motor bekas tersebut tidak menggunakan kuitansi yang tertulis ketika 
penyerahan uang dari pembeli kepada penjual. 
Sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Sulis selaku pembeli 
mengatakan bahwa, ketika pembayaran pembelian sepeda motor bekas dilakukan 
kepada penjual memang tidak menggunakan kuitansi karena penjual sudah 
menyerahkan BPKB dan STNK, oleh karena itu menurut pembeli tidak 
diperlukan lagi kuitansi tersebut karena dengan penyerahan sepeda motor berikut 
dengan surat-surat, maka jual beli tersebut sudah dianggap sah.
41
 
Demikian juga halnya dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kasim 
selaku penjual menyatakan bahwa, jual beli sepeda motor bekas yang dilakukan 
oleh penjual dan pembeli memang tidak menggunakan kuitansi, karena dengan 
penyerahan BPKB dan STNK maka sudah terjadi jual beli secara sah dan 
pembayaran juga sudah dilakukan, dengan demikian maka kuitansi tidak 
diperlukan lagi.
42
 
Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa, jual beli sepeda motor 
bekas tersebut memang secara hukum sah dengan adanya kesepakatan kedua 
belah pihak dan sudah pula dilakukan penyerahan barang dan harganya, 
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sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1457 KUH Perdata dijelaskan bahwa, “Jual 
beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya 
untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga 
yang telah dijanjikan”. 
Selanjutnya dalam Pasal 1458 KUH Perdata dijelaskan, bahwa “Jual beli 
itu dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah kedua belah 
pihak tersebut mencapai kata sepakat tentang benda tersebut dan harganya”. Dari 
ketentuan pasal ini dapat dipahami bahwa, ketika kedua belah pihak penjual dan 
pembeli mencapai kata sepakat mengenai barang dan harganya, maka ketika itu 
sudah terjadi jual beli dan jual beli yang dimaksud adalah sah. 
Dari pengertian perjanjian jual beli tersebut, maka ada beberapa hal pokok 
dalam perjanjian jual beli : 
1. Ada dua pihak Pihak penjual yaitu pihak yang berjanji untuk 
menyerahkan hak milik atas suatu barang. 
2. Pihak pembeli yaitu pihak yang berjanji untuk membayar harga suatu 
barang. 
3. Adanya unsur essensialia dari perjanjian jual beli yaitu barang dan harga. 
4. Perjanjian jual beli merupakan perjanjian timbal balik, artinya kedua 
belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadap-
hadapan (bertimbal balik). 
Selanjutnya disamping hal-hal pokok tersebut dapat dikemukakan sifat-
sifat perjanjian jual beli, yaitu
43
: 
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1. Bersifat Konsensuil, artinya perjanjian jual beli telah terjadi dengan 
adanya kata sepakat diantara para pihak mengenai barang dan harga 
meskipun barang belum diserahkan. 
2.  Bersifat Obligatoir, artinya perjanjian jual beli hanya menimbulkan hak 
dan kewajiban. Perjanjian jual beli tidak mengakibatkan perpindahan hak 
milik. Hak milik atas suatu benda baru berpindah apabila sudah ada 
penyerahan (levering). Penyerahan (Levering) adalah suatu perbuatan 
hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak milik. 
Dari pernyataan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, perjanjian jual beli 
merupakan perjanjian yang bersifat konsensuil, artinya yang mengutamakan kata 
sepakat antara pembeli dan penjual, apabila kedua belah pihak sepakat maka 
sudah terjadi jual beli. Kemudian juga bersifat obligatori artinya perjanjian jual 
beli menimbulkan hak dan kewajiban. Hak pembeli adalah menerima penyerahan 
barang yang disepakati, sedangkan hak penjual adalah menerima sejumlah uang 
harga barang yang disepakati tersebut. sedangkan kewajiban pembeli adalah 
menyerahkan sejumlah uang kepada penjual sesuai  dengan kesepakatan, 
sedangkan kewajiban penjual adalah menyerahkan barang yang disepakati 
tersebut. 
Demikian pula halnya dengan jual beli sepeda motor bekas di Kecamatan 
Rumbio Jaya, yang mana pembeli sepakat dengan harga yang ditawarkan penjual 
dan penjual juga menerima pembayaran tersebut sesuai dengan kesepakatan yang 
sudah disetujui bersama. Pada pokoknya perjanjian jual beli itu adalah perjanjian 
  
 
 
yang mengutamakan kata sepakat, kalau tidak ada kesepakatan, maka sudah 
dipastikan tidak akan terjadi transaksi jual beli. 
Sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh Imur selaku pembeli 
sepeda motor bekas di Kecamatan Rumbio Jaya mengatakan bahwa, jual beli 
tersebut memang didahului oleh adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, 
yakni antara penjual dan pembeli mengenai barang yang dijual dan harganya, 
ketika sudah terjadi kesepakatan mengenai barang dan harganya maka pada saat 
itu sudah terjadi transaksi atau perjanjian jual beli.
44
 
Demikian juga yang disampaikan Sulaiman selaku penjual menyatakan 
bahwa, jual beli sepeda motor bekas tersebut terjadi ketika adanya kata sepakat 
antara penjual dan pembeli, penjual menawarkan barangnya dan pembeli setuju 
dengan harga yang ditawarkan tersebut, sehingga terjadinya penyerahan barang 
yang dijual tersebut dan pembeli menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran 
harga barang yang dibelinya tersebut.
45
 
Dari kedua pernyataan tersebut yakni pernyataan pembeli dan penjual 
dapat dipahami bahwa, terjadinya jual beli antara pembeli dan penjual didahului 
dengan adanya kata sepakat dan kedua belah pihak penyetujui apa yang 
ditawarkan oleh masing-masing pihak tersebut, penjual menawarkan barang dan 
harganya, sedangkan pembeli menawar harga dan menyetujui untuk harga yang 
ditawarkan tersebut, serta membayar sejumlah uang agar barang yang dibeli 
tersebut dapat diserahkan oleh penjual. 
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Fungsi dari kesepakatan atau perjanjian tersebut dapat dibedakan menjadi 
dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis perjanjian 
atau kesepakatan adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. 
Sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari 
nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.
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Dari pernyataan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, kesepakatan atau 
perjanjian jual beli tersebut mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi yuridis dan fungsi 
ekonomis. Fungsi yuridisnya adalah bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut 
merupakan kekuatan yang dapat dipegang oleh seseorang. Sedangkan fungsi 
ekonomisnya adalah bahwa dengan kesepakatan jual beli tersebut, maka si 
pembeli mendapatkan hak milik dari barang yang dibelinya, dan secara ekonomis 
penggunaan barang tersebut lebih tinggi dari yang sebelumnya. 
Mengenai status dari jual beli sepeda motor bekas yang tidak 
menggunakan kuitansi tersebut secara hukum adalah sah, tetapi secara 
administrasi si pembeli tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran sejumlah 
uang yang sudah diserahkan kepada si penjual. Di samping itu juga si pembeli 
nanti kesulitan ketika mau balik nama dari kendaraan yang dibelinya tersebut, 
karena kuitansi pembelian tersebut harus dilampirkan ketika mau balik nama 
kendaraan yang bersangkutan. 
Dari segi hukum memang tidak ada masalah, tetapi dari segi administrasi 
bisa mengalami kesulitan di kemudian hari, ketika ada pihak-pihak yang 
menanyakan apa bukti sudah dilakukan pembayaran terhadap pembelian sepeda 
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motor tersebut. oleh karena itu sebaiknya penyerahan uang pembelian tersebut 
harus menggunakan kuitansi di atas materai enam ribu agar mempunyai kekuatan 
hukum yang kuat apabila nantinya timbul pertanyaan dari pihak-pihak tertentu 
yang mempunyai kepentingan terhadap hal tersebut. 
Di samping itu juga mengenai masalah bea balik nama kendaraan tersebut 
juga akan mengalami kesulitan, karena salah satu syarat untuk menentukan bea 
balik nama kendaraan tersebut adalah kuitansi jual beli. Apabila kuitansi 
pembelian tidak ada maka tidak bisa ditentukan jumlah bea balik nama yang akan 
dibayarkan. Oleh karena itu kuitansi pembelian tersebut sangat penting dalam 
rangka memenuhi syarat bea balik nama kendaraan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
